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2.3   Deskripsi Jabatan

  Kepala Kejaksan Tinggi ( Kajati )


Kepala Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Tinggi dalam melaksanakan tugas wewenang dan fungsi kejaksaan di daerah hukumnya dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung serta membina aparatur Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi agar berdaya guna dan berhasil guna.

b. Mengendalikan kebijakan  penegakan hukum dan keadilan baik preventif  maupun represif yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

c. Melakukan penyelidikan, praperadilan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan peratuan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang dtetapkan oleh Jaksa Agung.

d. Mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dan dengan instansi terkait meliputi penyelidikan dan penyidikan serta melaksanakan 

e. tugas-tugas yustisial lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

f. Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk ke dalam atau ke luar meninggalkan wilayah kekuasaan Republik Indonesia peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

g. Melakukan tindakan  hukum di bidang perdata dan tata usaha negara mewakili pemerintahan dan negara di dalam dan luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

h. Membina dan melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah dan organisasi di daerah hukumnya,memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya.

i. Memberikan perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yan ditetapkan oleh Jaksa Agung

j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Jaksa Agung serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk Jaksa Agung.

Tugas Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat adalah :

a. Pembantu Kepala Kejaksaan Tinggi dalam membina dan mengembangkan organisasi dan administrasi sehari-hari serta tugas-tugas teknis operasional lainnya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

b. Membantu Kepala Kejaksaan Tinggi dalam mengkoordinaskan pelaksanaan tugas para Asisten, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya.

c. Mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi berhalangan.

d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi.

Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Kepala KejaksaanTinggi bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
Kepala Urusan Pembinaan ( Kaur Pembinaan )

Asisten Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, pengelolaan Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Organisasi dan Tata Laksana pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya serta memberikan pelayanan teknis dan 

Administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan tinggi yang bersangkutan dalam rangka mempelancar pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Asisten Pembinaan dibantu oleh tiga orang Sub Bagian yaitu :

      Sub Bagian Kepegawaian

KEPEGAWAIAN


Tugas Kepegawaian, yaitu :

a. Menyiapkan rumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepegawaian berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis.

b. Menyiapkan bahan perumusan rencana kerja dan program kerja dan laporan pelaksanaannya.

c. Melaksanakan penyusunan formasi bedasarkan hasil analisis jabatan dan pola karir pegawai.

d. Menyiapkan bahan untuk pengembangan pegawai dan melaksanakan penyusunan ketentuan-ketentuan mengenai jabatan fungsional.

e. Melaksanakan urusan mutasi kepegawaian.

f. Menyiapkan bahan untuk penetapan pemensiunan dan pemberhentian pegawai.

g. Melaksanakan urusan ketatausahaan petunjuk Jaksa Agung Muda Pembinaan.

a. Sub Bagian Kepegawaian terdiri dari :

1) Kepala Urusan Mutasi Pegawai

2) Kepala Urusan Pengembangan Pegawai

3) Kepala Urusan Kesejahteraan
b. Sub Bagian Keuangan

1) Kepala Urusan Anggaran

2) Kepala Urusan Pembukuan

Tugasnya melakukan penyiapan bahan, pembukuan, verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran.

Kepala Urusan Perbendaharaan

Fungsi Bendaharaan, yaitu :

a) Menyiapkan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang keuangan berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis.

b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan program kerja dan laporan pelaksanaannya.

c) Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran rutin

d) Menyiapkan bahan sebagai masukan dan turut menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja pembangunan.

e) melaksanakan pembukuan dan verifikasi.

f) Melaksanakan administrasi barang dan uang milik negara yang menjadi tanggung jawabnya.

g) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Jaksa Agung Muda Peminaan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk jaksa AgungMuda Pembinaan..

c. Sub Bagian Umum

2) Kepala Urusan Rumah Tangga

3) Kepala Uusan Perlengkapan

2.4 Aspek Kegiatan Instansi

Kedudukan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dijelaskan dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :KEP-035/J.A?3/1995 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa, “Kejaksan Tinggi adalah Kejaksaan yang berkedudukan di Ibu Kota Propinsi dan daerah hukumnya meliputi Propinsi yang bersangkutan yang dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Tinggi yang bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kejaksaan Tinggi dibantu oleh seorang Wakil Kepala Kepala Kejaksaan Tinggi dan beberapa orang unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana”.

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mempunyai tugas dan Wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung . Tugas pokok Kejaksaan adalah melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan serta turut menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang dilaksanakan oleh Presiden.

2. Menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana, pembinaan, manajemen, administrasi, organisasi, dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya.

3. Melakukan kegitan pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, melakukan dan atau turut menyelenggarakan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketentraman umum, memberikan bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan menyelamatkan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden.                               

4. Menempatkan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim  karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

5. Memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah di pusat dan di daerah dan turut menyusun peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

6. Menyelenggarakan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya, Kejaksaan dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

